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TENTANG

PERUBAHAN ATAS
XEPTIftISAN MENTERI PERENCANAAN PIMBANGI,I.IAN NASTONAL/
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Tf,NTANG
PEMBENTLIKAN TI^,, TENCARAI I DAN TI]\1 ]'[(NIS

?'HD INDONT:SIA MULT| DONOR N]ND FACIITTY FOR T'TSASTER R}:COWRY

Mf,NTERI PERENCAN.AAN PEM}ANGUNAN NASIONAL/
KEPAI.A BADAN PERENCANAAN PLMD NGUNAN NASIONAI,,

a. bahwa akhir-akhir ini kejadian bencan. alam terutanu Sempa bunri

befkala besar, banjir bandang, tsunami dan erupsi Sununt bempi,

dengan tingkat kemsakan dan kcrugian yang besar, telah

mengakibatkan rusaknya hasil'has l'?:trDantunanl

b. bahwa kerusakan dan keru8ian yang ditimbulkan akibal bencana

alam, ntemerlukan biaya pemulihaa yairg besar, sedangkan alokasi

pendanun pemerintah junrtahnya iel Datas:

c. bahwa berdasarkan pada kondisi seb,.3aimana dinraksud .lalam hurui
b, perlu adanya dul:unSian dari,,c3;rallenlbas,a donor rnelahri

mekanisme yan8 cepat dimobilisa,,i. fleksibel, tmnsparan, dan

akuntabel.,

d. bahwa dalan mntka nrenlberikan dukunSan pcndanaan. telah

ditandalangani kesepakatan antau Penrerintah Republik Indonesia,

Bank Dunia, dan Perserikatan Bangsa-Ilangsa dalan dokunlen Zre

lndo esia Muli Int or Fund facilit! ti't Diwster R(tc:ovPry,

e. bahwa dalanl rangka menJalankan kegiatall sesuai denSan naskah

kesepakatan sebaSainuna dinlaksud'1alan huntf d, Frlu adanya

dukungan dan peran lintas sektor pada l(ementeriarl/Lembaga teakait,

Kementerian PPN./Bappenas, dan nc8?t"a/lenlba8a doIlor terkait;

f. bahwa berdasarkan p€ftituban8an sebagaimana dinlaksud dalalrr

hurllf e, lxrlu menSubah susunan keanl€otaan 'linl fengarah dan

Tim Tcxnrs Thc Muhi Donor:und facility lbr I'isastcr Rccovcty;

MenirrLranj

8. bahwa

llenteri Perencanaan Pembangunan liasional /

Xepala Badrn Paencanaan Penbangunan Nasi0nal
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Menginsat

Mefierhatikln

8. bahwa pejabat dan peSawai yang nanMnya tercahhrnr dalanl
Lampiran Keprtusan ini dianggap mampu dan nlemenuhi persyaratan

untuk duduk dan melaksanak4h tugas sebagai angSota Tim Pengarah

dan Tinr Teknis me lndonesiz Multi Dohor Fund Facihtv lbr Disaster
Recovety;

1. UndanS-UndanS Nomor 10 Tahun 2OlO tentanS An8Saran
Pend^patan dan Belanja NeSam Tahun AngSaran 2011 (L€nlbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OI0 Nomor 126, T^mbaha
Lembaran Negara Republik Indonesia Nonror 5167);

2. Kepuhrsan Prcsiden Nomor 42 Tahnn 2002 tentanS Pelaksanaan

AnSgarar Pendapatan dan Belanja Netara (Lembaran NeSala Republik
lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tanlbahan lsmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir den8an Kepuhrsan Prcsiden Nomo 72 T^hun 2004
(l-embaran NeSam Republik Indonesia Tahnn 2oo4 Nonlor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44lE);

3. Peratumn Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentanS Badan

Percncanaan PembanSunan Nasiofl al;

4. Peraturan Presiden Nonlor 47 Tahrm 20og tentang Penlbfntukan dan

organisasi Kenlenterian Negara;

5. Peratumn Menteri NeSala ferencanaan Pembahgunan

Nasional/Kepala Badan Perencana n Pembangunan Nasional Nomor
PER. 004/M.PPN/09/2oo7 tenl^ng Pedoman Pen)rusunan Rencana

AnSgaran dafl Biaya (RAB) Kegiatan Kementerian Negara Percncanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denSan Peraturan

Menteri Percncanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pemb4hgunan Nasional Nornor 2 Tahun 201 1;

6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Penlbanguflan

Nasional/Kepala Badan Percncanaan Penlbangunan Nasional Nomor

PER. 005/M.PPN/ t0 /2OOZ terLta g O€anisasi dan 'lala Ke4a
Kementerian Netara Percncanaan Pembangunan Nasional/Badan

Percncanaan Penrbangunan Nasional;

Naskah Kesepakatan antara Pemenntah Republik Indonesia dengan Bank

Dunia dan Perserikatan Bantsa Bangsa lenlant The lndonesia Multi
Donor Fund for Disastet' Recovery,tan3f:al 30 Desenber 2009;

MXMLIruSKAN :
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Menetapkan

PERTANl,\

KEDt]A

KETIC]A

KEruTUSAN MENTEzu PERENCANAAN PEMBANGTINAN

NASIONAL/Kf,PALA BADAN PERENCANAAN PEMBANCUNAN NASIONAL
TINTANG PERUBATIAN ATAS KEruTUSAN MXNIERI PERENCANAAN

Pf,MBANGUNAN NASIONAL/KXPAIA BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.3OIM.?PN/HW03/2011
TENTANG PEMBENTUKAN TlM PENGAXAH DAN TIM TEKMS ??'
INDONESU MULN DONOR }AND IOR DISASTER RECOV'RY.

MEMTJ"TI]SKAN

MengLrbah susunan keantSotaan Tim PenSarah dan Tim Teknis 1he

l donesia Multi Dofior Fund Facility for Disaster Recovety, ff-lanj.ulnya
disebut Tim Teknis IMDIT-D& denSan susunan keanSSotaan

s€bagaimana telsebut dalan Lampimn Keputusan ini.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tinl Pengarah dan Tim
Tekrris IMDIT-DR dibebankan p da AnggAran Pendapatan dan Belanja

Negara Kenrenterian PPN/BapFnas Tahun AnSSaran 2011 dan sumber

lxnrbiayaan lainnya s€suai peratumn yan8 berlaku.

Keputusan ini nrulai berlaku sejak tanSgal ditetapkan, dan berlaku surut
s€jak I Agustus 2011.

Ditetapkan diJakarta

Wda tar.g8al 29 september 201 I

MENTERJ PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
}6IGPAI.A BADAN PERENCANAAN PEMBANG1JNAN NASIONAI,

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan ini disaflrpaikan kepada Yth. :

l. SekEtaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Eappeflas;

2. Direktur Jenderal Anggamn, Kementerian Keuangan;

3. Direktur Jenderal Perbendahaman' Kementerian KeuanSani

4. tnspektur Utanu, BaPPnas;
5. Kepala Biro Per€ncanaan, OrSaniMsi dan Tata Laksana, Kementeria[ PPN/BaPpenas;

6. Kepala Biro Hukunt, Kementerian PPN/Bappenas;

7. Pejabat Pembuat Xonlitmen (PPK) Deputi Bidang PenSembantan Regional dan otonomi

Daerah 201 I, Kementerian PPN/BaPPenas;

8. Yant be$angkutan.

/.



LAMPIRAN
(EruTUSAN MENIERI PPN/ KEPAI.A, BATPENAS

NOMOR KEP. 91 /M.PPN/HWO9/207I
TANGGAL 29 SEPTf,MBER 2OI1

SUST'NAN KEANGGOTAAN
TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS

T'HE INDONESI4 MULTI DONOR RIND FACIL|TY FOR DISASTCR RECOVEY

TlM PENGAXAH

Ketua

B.

C.

TlM TEKMS

Ketua

Anttota

Angtota

SEKRETARJAT

Ketua

Deputi BidanS Pengembangan Regional dan Otonomi
Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.

1. Deputi BidanS Pendanaan Pembangunan, Kementedan
PPN / Bappenas;

2. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruki, Badan
Nasional Penan&;ulangan Bencana;

3, Sekr€t4ris Kementerian Perencanaan PembanSunan
Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan
PemL"antunan Nasional.

Dircktff Kawasan Khusus dafl Daerah TertinSSal,
Kementerian PPN/Bappenas.

1. Dircktur Pinjaman dan Hibah, Kenlenterian Keuangan;

2. Dircktur Penilaian Kerusakan Badan r.'asional
Penanggulangan Bencana;

3. Dir€kfur Pendanaan Bilateral, Kenenterian
PPN/ Bappenas;

4. Dir€kur Pendanaan Multilateral, Kemenlerian
PPN/Bappenas;

5. Dir€ktur Pemulihan dan Peningkatan fisilq Badan
Nasional PenanggulanSan Bencana;

6. K€pala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Lak$ana,
Kementerian PPN/Bappenas.

KasuHit Kawasan P.awan Bencana, Direltomt Kawasan
Khusus dafi Oaetuh Tertinggal, Kement€rian
PPN/ Uappenas.

1. lr. Rivai, MBA, Kepala Barian ProSram dan AnSSaran
ll, Badan Nasional PenangSulanSan Bencana;

2. Nugloho Retno, SP, Nr"Si, Kasubdit Inventarisasi
Kerusakan, Direktorat Penilaian Kerusakan, Badan
Nasional Penanggulangan Bencana;

3. Agustin Arry Yanna, SS, MA;

4. Ir. Rohmad Supriyadi, M.Si;

AngSota

5. Drs. Samsul ...



5. Drs. Sansul Widodo, MA;

6. Ir. Hermani wahab, M.Sc;

7. Drs. Sutinun, M.Si;

E. Togu Pardede, ST, MIDS;

9. Ade Kuswoyo, S.Si;

10. Rossiana Sianipar, ST;

11. Lusiana Murti, SE, MA;

12. Reghi Peftlana, SH, LL\4.

D. TENAGA PENDI,XIING I. Erwin tahrudin;
Z. Soegiarto TeSoeh Wibowo;
3. Mira Berlian;
4. Ade Nurarli.

MEN'IERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
,&KIPAI.A BADAN PERXNCANAAN PEMBANCUNAN NASIONAL,

/
ARMIDA S. ALISJAHEANA


